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PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2016/PA. EKk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten

Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya

disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
14 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Enrekang dalam Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA. Ek., tanggal 14

Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan perkawinan pada Kamis tanggal 02 Nopember 1995,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/4/X1/1995, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal
12 Desember 1995;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
saudara Tergugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah bersama
selama kurang lebih 13 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing
bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;

2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;

3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;

4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;

5. ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,umur 7 tahun dan anak
pertama, kedua, ketiga dan keempat dalam pengasuhan Tergugat dan anak

keempat tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat karena Tergugat sendiri yang mengatur nafkah yang didapat

oleh Tergugat;

b. Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada

Penggugat sendiri sebagai istrinya;
c. Bahwa suka minum-minuman keras;

d. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, dan
sering mengancam Penggugat dengan benda-benda tajam seperti

parang jika Tergugat dalam keadaan marabh;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan November tahun 2009 yang akibatnya Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri
karena diusir oleh Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung
selama 6 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
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5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

komunikasi;

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi
untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan

jalan perceraian;

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan
hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk
memerintahkan  kepada Panitera  Pengadilan Agama  Enrekang
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat
mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai

berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGGUGAT;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakillkuasanya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan
Nomor 27/Pdt.G/2016/PA. Ek. tanggal 18 dan 27 Januari 2016 sedang ternyata
bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah,

sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian
dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara secara verstek dengan terlebih dahulu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
267/4/X1/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang pada tanggal 12 Desember
1995, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukii
saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara

sidang, masing-masing bernama :

1. SAKSI |, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah tetangga saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat
bernama bapak TERGUGAT;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5
orang anak;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
sendiri;

e Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan
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karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang
tidak pernah kembali;

¢ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat;

e Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat pada saat masih tinggal bersama;

e Bahwa setahu saksi, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;

e Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak
pernah berkomunikasi lagi;

¢ Bahwa sekarang Penggugat tidanggal di rumah orang tuanya, sedangkan
Tergugat tinggal di rumah bersama,;

¢ Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

= Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah sepupu 2 kali saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat
bernama TERGUGAT;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5
orang anak;

= Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
sendiri;

= Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan
karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang
tidak pernah kembali;

= Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat;

= Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat pada saat masih tinggal bersama;
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= Bahwa setahu saksi, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;

= Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak
pernah berkomunikasi lagi;

= Bahwa sekarang Penggugat tidanggal di rumah orang tuanya, sedangkan
Tergugat tinggal di rumah bersama;

= Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan
dan mencukupkannya serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya
dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat
dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan oleh Majelis Hakim tidak
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam
persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk
menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan
oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat

harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum,
maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat

(Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan
yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri, menikah pada tanggal 02 Nopember 1995, semula rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000
Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan
karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dimana Tergugat
lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat sendiri sebagai
istrinya, selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras dan Tergugat
sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering mengancam Penggugat
dengan parang sehingga pada bulan Nopember 2009 Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena
diusir oleh Tergugat dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal selama 6 tahun tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua
dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus,
maka berdasarkan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;
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Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh Penggugat
di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Penggugat dan Tergugat
melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan
relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti
surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah

sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat
mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI | dan SAKSI Il, kedua saksi
tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di

muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya
dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan
karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang
Penggugat tidak pernah kembali sehingga sampai saat ini Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih tanpa ada
komunikasi lagi dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan
Tergugat tinggal di rumah bersama, namun kedua saksi tidak mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih
tinggal bersama. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidakberhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh
Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri,
diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan

keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta
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materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga
berdasarkan Pasal 309 RBg. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima

dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan

keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah

kembali;

2. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 5 (lima) tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi dimana Penggugat
tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah

bersama;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan terjadinya perpisahan
tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini telah
berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih dimana Penggugat tinggal di rumah

orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa selama 5 (lima) tahun lebih Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata
sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun pihak keluarga
dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian
pula sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang
jelas meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal tersebut telah
menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi

dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang
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dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri
tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi
saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing
pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha
untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak
akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan
telah  menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau
mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat adalah suatu bukti
pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak

ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri
tersebut telah jaun menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran
Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang
mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang
berbunyi sebagai berikut:
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Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
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terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, terlepas dari siapa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah
dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan
rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah, sebagaimana rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat
tetapi malah sebaliknya, jika dibiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak
mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan
terhadap kedua belah pihak terlebih kepada anak keturunannya dikemudian
hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil
gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat
dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu
ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka

dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 vyang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGGUGAT;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp

421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah maijelis pada
hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30
Rabi’ul Akhir 1437 Hijriah oleh kami, Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs.
Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim
Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut serta dibantu oleh Dra. Sajariah sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Asmuni Wahdar, M.SI Dra. Sitti Johar
Mustamin, Lc . Panitera Pengganti,

Dra. Sajariah

Rincian biaya perkara
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 330.000,00
4. Biaya Meterai Rp.  6.000,00
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 421.000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do’a, SH.
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